
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.149, 2018 ADMINISTRASI. Proyek Asahan. Badan Pembina.  

Otorita Pengembangan. Pengakhiran Tugas. 
Pembubaran. Pencabutan. 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 73 TAHUN 2018  

TENTANG 

PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PEMBINA PROYEK 

ASAHAN DAN OTORITA PENGEMBANGAN PROYEK ASAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah 

memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian 

Induk antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 

Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik 

dan Aluminium Asahan (Master Agreement Between 

the Government Of The Republic Of Indonesia And The 

Investors For Asahan Hydroelectric And Aluminium 

Project) dan pada tanggal 19 Desember 2013, telah 

ditandatangani Akta Pengalihan Saham PT Indonesia 

Asahan Aluminium Co., Ltd. kepada Pemerintah 

Republik Indonesia; 

b. bahwa Pemerintah telah mengalihkan Barang Milik 

Negara berupa aset tanah Otorita Pengembangan 

Proyek Asahan seluas 1.211,10 ha (seribu dua ratus 

sebelas koma sepuluh hektar are) yang terletak di 

Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Asahan, 

Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun sebagai 

penambahan penyertaan modal ke dalam modal 
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saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia 

Asahan Aluminium; 

c. bahwa seluruh tugas Badan Pembina Proyek Asahan 

dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan yang 

dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 

1976 tentang Pembentukan Otorita Pengembangan 

Serta Badan Pembina Pusat Listrik Tenaga Air dan 

Peleburan Aluminium Asahan telah selesai dan dapat 

diakhiri; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengakhiran 

Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek 

Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan; 

 

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN 

PEMBINA PROYEK ASAHAN DAN OTORITA 

PENGEMBANGAN PROYEK ASAHAN. 

 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Presiden ini, mengakhiri tugas dan 

membubarkan Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita 

Pengembangan Proyek Asahan yang dibentuk dengan 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang 

Pembentukan Otorita Pengembangan Serta Badan Pembina 

Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan. 

 

Pasal 2 

Barang Milik Negara pada Otorita Pengembangan Proyek 

Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan selaku 

Pengelola Barang, kecuali yang telah tercatat pada 

Kementerian Perindustrian. 
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Pasal 3 

Seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Otorita Pengembangan Proyek Asahan diserahkan kepada 

Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, 

dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 4 

(1) Pimpinan dan karyawan pada Otorita Pengembangan 

Proyek Asahan diberhentikan dengan hormat dan 

diberikan uang penghargaan. 

(2) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang 

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 

2018. 

 

Pasal 5 

Pendanaan untuk pelaksanaan pengakhiran tugas dan 

pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita 

Pengembangan Proyek Asahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara.  

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan 

Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan 

Otorita Pengembangan Serta Badan Pembina Pusat Listrik 

Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Agustus 2018 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

JOKO WIDODO  

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 September 2018 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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